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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya
pengaruh perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran secara
simultan terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah Sekretaris, kepala Sub Bagian
Keuangan dan Bendaharawan pada seluruh SKPD di Kabupaten Aceh Tengah yang
berjumlah sebanyak 81 pejabat atau masing-masing SKPD mewakili 3 responden. Teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sensus yaitu dengan mengambil seluruh
populasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer
adalah informasi yang di kumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan
kuesoner tertutup. Hasil penelitian menjelaskan perencanaan anggaran berpengaruh
terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Aceh Tengah. Kualitas SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah. Pelaksanaan anggaran
berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Aceh Tengah. Secara simultan perencanaan anggaran, kualitas SDM dan
pelaksanaan anggaran pengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah.

Kata kunci: perencanaan, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran,
penyerapan anggaran.

vii



BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan pemerintah daerah sebagai sub sistem dari pemerintah pusat
merupakan seuatu yang penting bagi proses kehidupan masyarakat di berbagai daerah
di Indonesia. Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
menegaskan bahwa keberadaan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu
pemerintah daerah melalui kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan oleh
sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di bawah kewenanganya hadir
dalam rangka memajukan kesejahtreraan masyarakat di daerahnya.

Pemerintah berkewajiban memajukan kesejehteraan masyarakat melalui
anggaran negara maupun anggaran daerah yang sumber penerimaannya sebahagian
besar berasal dari pajak. Anggaran pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana program kegiatan
yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk rencana perolehan
pendapatan dan belanja daerah dalam satuan moneter (Bastian, 2017:69). Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang
penting sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesjehteraan
masyarakat di daerah (Rindawati, 2021:1)

APBD menjadi bagian dari kebijakan publik yang memuat pilihan pemerintah
daerah tentang sejumlah pilihan mengenai penggunaan keuangan daerah. APBD akan

berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan, sebagai alat alokasi dan



distribusi keuangan untuk berbagai bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat,
serta berfungsi sebagai alat stabilitas dalam upaya memelihara dan mengupayakan
fundamental ekonomi negara maupun daerah (Nasution, 2019:35). Dengan format
tersebut maka penyerapan anggaran menjadi stimulus dalam meningkatkan tanggung
jawab dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara di seluruh
Indonesia.

Penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah proporsi
anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah tersebut dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang
akuntabel dan memenuhi prinsip value of money merupakan salah satu penerapan
praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah
(Ramdhani dan Indi, 2017). Namun berbagai hambatan telah timbul dalam
penyerapan anggaran publik di berbagai daerah Indonesia seperti terjadinya
keterlambatan pencairan anggaran maupun kondisi kegagalan SKPD dalam
memenuhi target anggaran dalam tahun anggaran. Kondisi ini telah dan akan terjadi
di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Aceh Tengah.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu perangkat daerah otonom di
Provinsi Aceh yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tersebut
didukung oleh 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 12 Dinas,
8 Badan, 6 Kantor dan 2 Sekretariat (Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Tengah, 2019). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam
pembangunan dan pelayanan publik, setiap SKPD di Kabupaten Aceh Tengah akan
terlibat dalam penyusunan anggaran dan kemudian digunakannya seluruh mata

anggaran yang telah direncanakan secara efisien dan efektif dalam proses tahapan



pelaksanan anggaran. Hasilnya pencairan atau penyerapan anggaran melalui SKPD di
Kabupaten Aceh Tengah telah berimplikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat
dalam berbagai bidang kehidupan.

Penyerapan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap tahun telah
menunjukkan ukuran dan upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas
pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaan program
pembangunan dan pelayanan publik. Namun masalahnya berbagai hambatan juga
dihadapi pemerintah di Kabupaten ini dalam penggunaan dan pencairan anggaran.
Dari aspek regulasi, rendahnya penyerapan anggaran di sebabkan oleh lambatnya
penetapan APBD. Penetapan APBD rata-rata baru dilakukan pada Bulan April setiap
tahun anggaran. Lambatnya penetapan APBD juga diperparah oleh Kkualitas
perencanaan yang kurang baik. Proyek-proyek yang diusulkan banyak yang kurang
jelas dan kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menterjemahkan lagi
proyek-proyek yang tidak jelas. Kemudian proses panjang birokrasi pengelolaan
keuangan termasuk keterlambatan petunjuk teknis dan berbelitnya prosedur
pelaksanaan anggaran juga menjadi beberapa masalah yang sering menghambat
penyerapan anggaran di berbagai daerah (Sinaga, 2018). Banyak faktor yang ikut
mempengaruhi penyerapan anggaran di organisasi pemerintah daerah termasuk
diantaranya adalah perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan
pelaksanaan anggaran (Ramdhani dan Indi, 2017)

Perencanaan merupakan salah satu unsur dari fungsi manajemen pemerintahan.
Untuk melaksanakan program kerja dan progam kegiatan, semua Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah harus menyusun dan mengajukan

rencana anggaran yang sistematis berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sehingga



semua SKPD memiliki arah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun
anggaran kedepan. Dengan menyusun dan mengajukan perencanaan maka Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah akan memiliki anggaran daerah
sebagai pedoman bagi manajemen pemerintah dalam melaksanakan kegiatan/sub
kegiatan pada tahun berkenaan.

Perencanaan adalah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia (UU No. 25 Tahun 2004). Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah,
perencanaan berintegrasi dengan penganggaran sebab output dari perencanaan adalah
DPA yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan oleh SKPD di Kabupaten
Aceh Tengah selama tahun anggaran, sehingga keberhasilan realisasi anggaran oleh
SKPD dimulai dari tahapan adanya perencanaan Yyang sistematis. Namun
kecenderungan yang terjadi pada tahap perencanaan adalah ketidaktepatan dalam
perencanaan atau penyusunan anggaran sehingga SKPD di Kabupaten Aceh Tengah
sering menghadapi tindakan revisi terhadap DIPA.

Adanya kecenderungan mengajukan usulan anggaran yang lebih besar dari
yang dibutuhkan dengan anggapan bahwa usulan tersebut nantinya tidak akan
disetujui semua, lemahnya kemampuan pejabat daerah dalam membuat perencanaan
yang inovasi dan berkualitas serta adanya kecenderungan untuk memperbesar alokasi
anggaran untuk belanja pegawai sering membuat SKPD di Kabupaten Aceh Tengah
menghadapi tindakan revisi terhadap DIPA. Adanya kecendrungan Revisi DIPA
tersebut menyebabkan jadwal kegiatan harus dilakukan penyesuaian, dan waktu
pelaksanaan menjadi mundur. Akibatnya kegiatan dan program kerja belum dapat
dilaksanakan sebelum persetujuan revisi DIPA tersebut disahkan, karena kegiatan dan

program tersebut dapat dikategorikan belum ada alokasi anggaran akhirnya sering



terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun (Ratag et al.,
2019).

Perencanaan keuangan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan aspirasi
masyarakat, tidak hanya memberi dampak dan manfaat bagi pembangunan daerah dan
kemakmuran masyarakat, namun Satuan Kerja Perangkat Daerah akan lebih mudah
melaksanakan dan merealisasikan anggaran untuk program kerja dan program kegiatan
yang telah dilaksanakan. Perencanaan yang berkualitas dan prioritas juga akan
membuat Badan Legislatif di Kabupaten Aceh Tengah akan dapat lebih cepat
melakukan penetapan dan mengesahkan APBD sebagai rekapitulasi program kerja
anggaran Yyang akan dilaksanakan oleh SKPD. Kondisi tersebut akan dapat
menghilangkan hambatan teknis yang sering terjadi dalam realisasi anggaran oleh
SKPD di Kabupaten Aceh Tengah. Perencanaan yang akurat akan memudahkan tahap
pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target secara efektif.
Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan mengakibatkan  sulitnya
pelaksananaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan dan
pertanggungjawaban anggaran. Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap penyerapan anggaran (Ratag et al., 2019).

Selain perencanaan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu
faktor yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran di Kabupaten Aceh Tengah.
Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur adalah potensi diri para
bendaharawan dan pejabat, mencakup pengetahuan mereka, etos kerja, sikap,
keahlian, kesehatan, kedisiplinan, loyalitas kerja dan kejujuran. Sumber Daya
manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang bukan hanya memiliki
kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaannya, melainkan juga untuk

mengembangkan dirinya serta mendorong pengembangan diri rekan-rekannya



(Matindas dalam Almalani, 2019). SDM aparatur yang berkualitas adalah sumber
daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual
(pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan) (Danim
(1996) dalam Almalani, 2019).

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien mulai dari tahapan
perencanaan dan pelaksanaan anggaran memang membutuhkan pejabat pengelolaan
keuangan yang memiliki wawasan, kemampuan dan kompetensi yang baik di
sepanjang struktur organisasi pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah. Namun dalam
realita tidak semua pejabat daerah di lingkungan kerja Kabupaten Aceh Tengah yang
terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran memiliki perilaku,
kemampuan, kompetensi dan wawasan sesuai yang diinginkan. Kondisi tersebut
nampak jelas dari fakta dimana perencanaan yang di buat sering lebih besar dari
kemampuan SKPD untuk merealisasikannya dan bahkan sebahagian dari pejabat
tidak mampu melaksanakannya karena kurangnya ide-ide serta program kerja yang
menjadi sasaran strategi pada bidang kerjanya terkadang tidak sesuai dengan
kompetensi pejabat. Kondisi ini membuat SKPD tidak mampu merealisasikan
anggaran sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

Sistem pengembangan Aparatur Sipil Negara sedemikian rupa oleh
Pemerintah Pusat selama satu darsawarsa sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
dan kemudian diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara, memang telah melahirkan berbagai konsep dan gagasan baru dalam
meningkatkan kompetensi pejabat termasuk didalamnya disiplinan dan Kkinerja
pegawai di Kabupaten Aceh Tengah. Namun pengembangan tersebut belum cukup

optimal dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan



daerah. Promosi dan pengangkatan seorang pejabat untuk menduduki pimpinan
eselon Il maupun Il yang penuh dengan koneksitas dan sering dilakukan secara
subjektif membuat kemampuan dan kompetensi pejabat sering tidak sesuai dengan
kebutuhan. Akibatnya terdapat sejumlah pejabat yang tidak mampu membuat
perencanaan anggaran sesuai sumber daya instansi dan sering membuat mereka
memiliki rasa ketakutan yang berlebihan dalam menggunakan anggaran. Bahkan ada
sebahagian pejabat pelaksana kegiatan dan pengguna anggaran sangat berhati-hati
dan enggan untuk membelanjakan anggarannya sesuai dengan rencana. Lemahnya
kemampuan mereka sering membuat mereka takut salah dalam penggunaan anggaran
yang berakibat pada masalah hukum dan pidana. Jika ada program kerja yang
diwujudkan pelaksanaannya penuh Kkehatian-hatian yang menyebabkan proses
pelaksanaan anggaran terhambat karena adanya berbagai macam pertimbangan
termasuk pemeriksaan ulang yang memakan waktu lama (Alfayuni dan Neneng,
2021). Kualitas Sumber Daya Manusia pejabat daerah merupakan salah satu faktor
yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Semakin baik Kualitas Sumber Daya Manusia pejabat daerah maka semakin baik
tingkat penyerapan anggaran (Anisa, 2017).

Selain kualitas SDM dan perencanaan , penyerapan anggaran juga
dipengaruhi pelaksanaan anggaran. Pelaksanan anggaran merupakan tahapan
pengelolaan keuangan yang mulai berjalan setelah proses perencanaan anggaran
selesai. Dimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau yang disingkat dengan DPA SKPD telah disahkan dan anggaran/uang negara
maupun uang daerah untuk pelaksanaan program kegiatan SKPD dalam bentuk pagu
anggaran telah tersedia dalam rekening kas negara maupun daerah pada bank

pemerintah yang di tunjuk di Kabupaten Aceh Tengah.



Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang
dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten Aceh Tengah untuk merealisasikan semua
rencana dari program kerjanya dengan dukungan uang negara/daerah yang telah
tersedia dalam rekening kas negara maupun daerah pada PT. Bank Aceh Syariah atau
bank BUMN lainnya yang telah di tunjuk. Kegiatan ini diwujudkan dengan
pengadaan barang dan jasa oleh masing-masing SKPD. Misalnya Dinas Pendidikan
mulai membangun dan mengembangkan sejumlah sarana dan prasarana Pendidikan
termasuk laboratorium dan pengadaan buku untuk perpustakaan. Dinas Kesehatan
mulai membeli peralatan medis termasuk obat-obatan dan peralatan non medis
lainnya melalui proses pengadaan barang dan jasa. Begitu juga dengan instansi-
instansi lainnya. Namun dalam pelaksanaan anggaran, SKPD di Kabupaten Aceh
Tengah sering dihadang oleh persoalan-persoalan  teknis, struktural maupun
situasional seperti keterlambatan penetapan surat keputusan tenaga pengelola
keuangan, buruknya budaya Kkerja pemerintah seperti kebiasaan pengelola
administrasi anggaran secara tradisional yang lambat, adanya kecendrungan untuk
menunda-nunda pekerjaan karena lemahnya kedisiplinan kerja serta kurangnya
tambahan penghasilan yang diharapkan dari kegiatan proyek yang dilaksanakan, serta
masalah-masalah administrasi lainnya yang ditimbulkan oleh situasi kerja. Kondisi
ini akan membuat jadwal pelaksanaan anggaran terganggu dan menyebabkan
lambatnya penyerapan anggaran (Ratag, et al., 2019).

Pejabat daerah pada SKPD di Kabupaten Aceh Tengah telah menyusun
program kerja secara gemilang dengan dukungan anggaran yang telah disediakan.
Namun dalam realita seluruh rencana kerja yang telah disusun oleh SKPD tersebut
dalam pelaksanaannya sering tidak tercapai secara optimal dan bahkan ada sejumlah

program kerja yang direalisasikan sering tidak sesuai dengan yang seharusnya



diharapkan. Keberhasilan pelaksanaan anggaran oleh SKPD di Kabupaten Aceh dapat
disebabkan oleh masalah internal yang terjadi pada masing-masing satuan Kkerja.
Namun faktor pengadaan barang dan jasa sering disebutkan sebagai salah satu
penyebab utama pelaksanaan anggaran tidak tepat waku (Alfayuni dan Neneng,
2021). Kehati-hatian pejabat pengadaan barang/jasa dalam mengambil tindakan
dalam proses pengadaan barang/jasa serta keengganan pegawai ditunjuk sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sering berdampak terhadap lambatnya penyerapan
anggaran (Ratag, et al., 2019). Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu faktor
yang ikut mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Semakin baik pelaksanaan anggaran maka akan semakin baik tingkat penyerapan
anggaran (Anisa, 2017).

Berdasarkan uraian masalah sebelumnya, maka penulis tertarik untuk
menganalisis secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pengaruh
Perencanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran
Terhadap Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten Aceh Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan
masalah penelitian adalah sebagai berikut:
1. Apakah perencanaan berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap
penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh

Tengah.
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3. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan

anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

4. Apakah perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran

berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan usraian rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian

adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh perencanaan secara parsial

terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten
Aceh Tengah.

. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kualitas sumber daya
manusia  secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pelaksanaan anggaran
secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Kabupaten Aceh Tengah.

. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh perencanaan, kualitas
sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran secara simultan terhadap
penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh

Tengah .

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
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1. Teoritis
Memberikan informasi aktual bagi masyarakat ilmiah berkenaan dengan penelitian
lanjutan dan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik melalui tersedianya
bahan referesin yang berkaitan dengan pengaruh perencanaan , kualitas sumber
daya manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

2. Praktis
a. Memberikan suatu keputusan yang aktual bagi pemerintah Kabupaten Aceh

Tengah dalam meningkatkan penyerapan anggaran.

b. Meningkatkan kemampuan aplikasi teori yang lebih baik bagi penulis.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada variabel perencanaan, kualitas sumber daya
manusia, pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran dengan objek penelitian
adalah pejabat yang terlibat langsung dalam pengeloalan keuangan pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.



BAB Il

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis
2.1.1 Anggaran Sektor Publik
2.1.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran adalah perencanaan keuangan SKPD untuk masa depan yang pada
umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran berisi estimasi pengeluaran
yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan dalam periode waktu
tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran juga menjadi rencana kerja
(plan for action) bagi para pejabat untuk mencapai tujuan dari program kerja
pemerintah. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk
mengarahkan perkembangan sosial dan dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mardiasmo, 2018:77).

Menurut National Committee on Goversimental Accounting (NGGA) yang
saat ini telah menjadi Govermental Accounting Standards Board (GASB) yang
dikutip dalam Bastian (2017:164) mendefinisikan anggaran (budget) sektor publik
adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estirnasi pengeluaran yang
diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam
periode waktu tertentu.

Menurut Yuliani (2019:27) anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan
mengenai estetika kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam
ukuran financial. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah anggaran tidak
hanya sebuah rencana tahunan, namun juga merupakan bentuk akuntabilitas atas
pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

12
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Lebih lanjut Mardiasmo (2018:61) menyatakan anggaran merupakan
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu
tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah
proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Kemudian Nurkholis dan
Khusaini (2019:1) penganggaran Sektor Publik menjelaskan konsep penganggaran
dan anggaran adalah:

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi
dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran
merupakan artikulasi dari hasil perumusan dan strategi dan perencanaan
strategik yang telah dibuat. tahap penganggaran menjadi sangat penting
karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan
dapat menggagalkan perencanaan yang disusun.

Hantono et al., (2021:40) anggaran sektor publik adalah sebuah proses yang
dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang
dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of
allocating resource to unlimited demands). Sedangkan Freeman dan Shoulders
(2003) juga dalam Hantono et al., (2021:40) menyatakan anggaran adalah The
process of allocating resources to unlimited demands (Proses pengalokasian sumber
daya untuk permintaan yang tidak terbatas). Pada entitas sektor publik, penganggaran
merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dibandingkan entitas pada
privat anggaran umumnya bersifat rahasia internal perusahaan

Dengan demikian anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2018:76)
adalah sebagai berikut:

suatu rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana

perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor

publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan
yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yang dapat dinyatakan sebagai
berikut:
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a. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja);
b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai
rencana tersebut (pendapatan).

Menurut Bastian (2017:166) anggaran sektor publik tersebut pada umumnya
memiliki beberapa karakteristik adalah :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan

Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan.

4. Usulan anggaran di telaah dan disetujui oleh pihak yang lebih tinggi dari
penyusunan anggaran

5. Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

N

2.1.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Penganggaran dalam sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan
penuh dengan nuansa politik, karena anggaran sektor publik merupakan dokumen
politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas
penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan lainnya
(Sujatmika, 2020: 2). Dengan demikian anggaran sektor publik mempunyai beberapa
fungsi utama : 1. Sebagai alat perencanaan 2. alat pengendalian 3. alat kebijakan
fiskal 4. alat politik 5. alat koordinansidan komunikasi 6. alat penilaian kinerja 7. alat
motivasi (Nurkholis dan Khusaini (2019:6).

Anggaran memiliki fungsi yang multidimensional dalam organisasi. Menurut
Mardiasmo (2018:63) fungsi anggaran secara umum dapat di jelaskan sebagai
berikut:

1. Angggran_ merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan

organisasi.

2. Anggaran sebagai alat pengendaliaan memberikan rencana detail atas

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
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3. Anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal Pemerintah digunakan untuk
menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif
dan kesepakatan legislatif atau penggunaan dana publik.

5. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam
pemerintahan.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja eksekutif dinilai berdasarkan
pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran.

7. Anggaran sebagai alat untuk emotivasi manajer dan stafnya agar bekerja
secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, artinya
masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi
kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik

Lebih jelas Hantono et al., (2021:43) menjelaskan secara luas fungsi anggaran
sektor publik adalah:

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool)
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan
organisasi. Anggran sektor publik dbuat uantuk merencanakan tindakan
apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan,
dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggran
sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
a. merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi
dan misi yang di tetapkan
b. merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan
organisasi danmerencanakan alternatig sumber pembiayaan
c. mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah
disusun
d. menentukan indikator Kinerja dan tingkat pencapaian strategi
2. Anggaran sebagai Alat Pengendali (control tool)
Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran
pemerintah agarpembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung
jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat
mengendalikan pemborosan — pemborosan pengeluaran. Anggaran
sektorpublik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi
kekuasaan) eksekutif.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool)
Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong
pertumbuhan ekonomi.Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui
arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapatdilakukan prediksi-
prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Anggaran sebagai Alat Politik (Political Tool)
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan
keuangan, yaitu sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas



16

penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu,
pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition
bulding, keahlian bernegosiasi dan pemahaman prinsip manajemen
keuangan sektor publik.

5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (coordination and
communication tool)
Anggaran publik merupakan alat koordiansi antar bagian, terlihat ketika
penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan
mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam
pencapaian tujuan organisasi.

6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance Measurement
Toll)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif)
kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai
berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran. Kinerja
manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan
dengan anggaran yang telah ditetapkan.

7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (Motivasi Tool)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan
staf nya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai
target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan

Kemudian Bastian (2017:164) menjelaskan beberapa fungsi anggaran adalah:
1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa
mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai
unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dengan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisine
dalam pencapaian visi organisasi
6. Anggaran merupakan instrumen politik
7. Anggaran merupakan instrumen fiskal.
2.1.2 Penyerapan Anggaran
2.1.2.1 Pengertian Penyerapan Anggaran
Penyerapan anggaran adalah pencapain dari suatu estimasi yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu
(realisasi dari anggaran). Masyarakat umum menyebutnya dengan pencairan

anggaran. Dengan demikian penyerapan anggaran juga dapat diartikan sebagai

pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi
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Anggaran (LRA) pada saat tertentu (Halim, 2017: 84). Mardiasmo (2009:162) dalam
Fajar dan Muhammad (2017) mengatakan Penyerapan anggaran adalah sebagai
berikut:

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana
penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari
penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Secara
sederhana penyerapan anggaran dapat diartikan membandingkan pagu
anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan.

Menurut Noviwijaya & Rohman (2013) dalam Ramdhani dan Indi (2017)
penyerapan anggaran pada satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang
telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran
yang akuntabel dan memenuhi prinsip value of money merupakan salah satu
penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja
pemerintah. Kemudian Kuncoro dalam Harahap (2020) mengatakan penyerapan
anggaran yaitu “suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang
telah dicapai oleh instansi”

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran
dan Evaluasi Kinerja dalam Elim et al., (2018) menyebutkan penyerapan anggaran
merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan
anggaran merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Urbinas (2020) penyerapan
anggaran merupakan salah satu indikator yang menunjukkan berhasilnya program
atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap anggaran
mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah

ditetapkan. Dengan pertimbangan ini maka kemampuan menyerap anggaran oleh

pemerintah daerah dapat menjadi indikator kinerja pemerintah kota/kabupaten.
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Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran,
berapa besar yang berhasil dicapai atau diserap. Penilaian kinerja dilakukan dengan
menganalisis simpangan kinerja aktual yaitu serapan dengan yang dianggarkan.
Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin baik kinerja manajer publik
tersebut (Mardiasmo dalam Zulaikah dan Dian (2019). Suatu Pemda (Pemerintah
Daerah) seharusnya dapat melakukan penyerapan anggaran secara ideal yaitu
penyerapan anggaran yang dilakukan secara merata dari Triwulan | hingga Triwulan
IV yang masing-masing triwulannya terserap sebesar 25% dari jumlah anggaran yang
ada (BPK (2011) dalam Zulaikah dan Dian (2019).

Penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun berdampak
terhadap terjadinya penumpukan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Hal
tersebut terjadi akibat pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal.
Pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan optimal tersebut menyebabkan
inkonsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target
yang telah ditetapkan. Hal ini kurang baik, karena saat ini penyerapan anggaran
menjadi tolok ukur dalam penilaian Kinerja suatu perangkat daerah. Karena kejadian
ini sudah sering terjadi bahkan berulang setiap tahunnya, bisa dikatakan sebagai

budaya organisasi karena kejadiannya terus berulang (Handajani dan Effendy, 2018).

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Penyerapan Anggaran

Keterlambatan penyerapan anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik
faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan
anggaran diantaranya meliputi kesiapan satuan kerja dalam melaksanakan program

dan kegiatan, pemahaman satuan kerja dalam mekanisme pelaksanaan pencairan
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anggaran, proses dalam pengadaan barang dan jasa dan berbagai faktor internal
lainnya (Nugroho dan Salman, 2017).

Ani et al., (2020) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan
anggaran pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1 Kompetensi Sumber Daya Manusia
Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya
program kerja pemerintah adalah sumber daya manusia. Kompetensi
sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan
seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu
sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk
mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat
sebagai kemampuan untuk mencapai Kkinerja, untuk menghasilkan
keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

2 Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
Barang/Jasa (Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah). Semakin meningkatnya proses pengadaan barang dan jasa
akan semakin kebutuhan dan realisasi anggaran.

3 Komitmen Organisasi
Komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak
organisasi serta tujuan— tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan
keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan komitmen organisasi
adalah tingkatan dimana seseorang memposisikan dirinya pada
organisasi dan kemauan untuk melanjutkan upaya pencapaian
kepentingan organisasinya. Dengan komitmen yang kuat akan
memungkinkan setiap anggota memberdayakan seluruh kemampuan atau
sumber daya yang dimilikinya, sebaliknya tanpa komitmen maka
pekerjaan — pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan.

4 Perencanaan Anggaran
Perencanaan anggaran adalah aktivitas analisis dan pengambilan

keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di
masa yang akan datang. Perencanaan merupakan cara organisasi
menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Semakin berkualitas
perencanaan anggaran maka akan semakin realita tingkat pencapaiannya
di masa depan tanpa banyak kendala yang dihadapi.

Harahap et al., (2020) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi

anggaran adalah sebagai berikut
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1. Perencanaan Anggaran
2. Pelaksanaan anggaran
3. Pencatatan Administrasi
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia Anisa
Kemudian Ramdhani dan Indi (2017) menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi penyerapan anggaran pada instansi pemerintah terdiri dari:
1. Perencanaan Anggaran
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pelaksanaan Anggaran
Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran menurut Elim, et al
(2018) adalah sebagai berikut:
Dokumen perencanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
Dokumen pengadaan barang dan jasa

Komitmen manajemen
Birokrasi

O b~ owpN -

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran menurut
Ramadhani dan Mia (2019) adalah sebagai berikut:

Regulasi,

Politik Anggaran
Perencanaan Anggaran
Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang/ Jasa

ko E

2.1.2.3 Indikator Penyerapan Anggaran
Indikator yang digunakan terhadap penyerapan anggaran menurut Noviwijaya,
Rohman (2013) dan Suhartono (2011) yang dikutip dalam Fajar dan Muhammad

(2017). adalah sebagai berikut:
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1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran;
2. Konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan;

3. Ketepatan jadwal penarikan anggaran

2.1.3 Perencanaan Anggaran
2.1.3.1 Pengertian Perencanaan

Rencana anggaran adalah perhitungan, penentuan dan penetapan nilai moneter
pendapatan dan pengeluaran entitas ekonomi dalam satu tahun anggaran yang
digunakan sebagai panduan untuk menyisihkan uang dan pembelanjaan. Perencanaan
menurut Syafii (2017:81) adalah perhitungan dan penentuan dari pada apa yang
akan dijalankan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Kemudian  menurut
Hadiutomo (2021:35), perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang
sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa, dan
bagaimana. Perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan
dilaksanakan pada masa yang akan dating.

Robbins dan Coulter dikutip dari Tisnawati dan Saefullah (2018:98)
mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan
tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut
secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk
mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga
tercapainya tujuan organisasi.

Zarinah dalam Harahap (2020) perencanaan sebagai acuan bagi
penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan,
belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Perencanaan anggaran

menurut Alumbida dan David (2017) adalah sebagai berikut:
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proses pendefinisian tujuan, penentuan strategi untuk mencapai tujuan, dan
pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan
mengkoordinasi berbagai aktivitas. Perencanaan anggaran adalah proses
penyusunan RKA- SKPD dasar penyusunan APBD yang selanjutnya disebut
DPA-SKPD setelah APBD tersebut ditetapkan. Dalam siklus pengelolaan
keuangan daerah, perencanaan berintergrasi dengan penganggaran sebab
output dari perencanaan adalah DPA yang menjadi dasar pelaksanaan
seluruh kegiatan selama tahun anggaran.
UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional Pasal 1 ayat
(1) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia. Perencanaan menurut Arif et.al (2019:517) terbagi dalam
perencanaan fisik dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan fisik
Mengenai hal-hal yang akan digunakan atau dihasilkan, baik material
maupun barang-barang jasa.

b. Perencanaan pembiayaan
Mengenai jumlah anggaran yang diperlukan dan besarnya masing-
masing kebutuhan anggaran.

2.1.3.3 Tujuan Perencanaan

Perencanaan sebagai acuan bagi penganggran pada dasarnya adalah proses
untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiyaan untuk suatu jangka
waktu tertentu. Tidak adanya perencanaan penggunaan anggaran secara rill tentu
akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan
penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Kemudian Mardiasmo (2009) dalam
Ramdhani dan Indi (2017) menjelaskan anggaran sebagai alat perencanaan di
gunakan untuk:

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan
misi yang ditetapkan.
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b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan
organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
c. Mengalokasikan dana pada berbagai program kerja/kegiatan yang telah
disusun, dan
d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2.1.3.2 Indikator Perencanaan
Perencanaan anggaran menurut Syarah, Fitri (2016) dalam Harahap (2020)
menggunakan 6 indikator yaitu:
a. Komprehensif,
b. Terperinci
c. Disiplin
d. Fleksibel
e. Prioritas
f. Keterbukaan
Kemudian unsur-unsur perencanaan Yyang dapat dijadikan indikator
perencanaan menurut Arif et.al (2019:516) adalah sebagai berikut:
Tujuan-tujuan
Kebijakan
Prosedur

Pengembangan
Program kerja

arONE

Perencanaan anggaran menurut Gagola et al (2017) diukur dengan indikator
penyusunan RKA, penetapan rancangan APBD, penetapan APBD. Hal-hal yang harus
diperhatikan dalam perencanaan anggaran menurut Hadiutomo (2021:35) adalah:

a) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat,

b) Kinerja yang ingin dicapai.

c) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan

d) Harga satuan yang rasional.
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2.1.3 Kualitas Sumber Daya Manusia
2.1.3.1 Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia sebagai kemampuan dari aparatur dalam
menjalankan tugasnya dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan,
pelatihan-pelatihan dan profesionalisme dalam bekerja (Suharto (2012) dalam
Ramdhani dan Indi (2017). Sementara kualitas sumber daya manusia menurut Mamik
(2018:18) adalah sebagai berikut:

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya fikir dan
daya fisik yang dimiliki individu. Daya fikir adalah kecerdasan yang di bawa
sejak lahir (modal dasar). Kecerdasan diperoleh dari usaha (belajar dan
pelatihan). Kecerdasan ini dapat diukur dari intelegence quotion (IQ) dan
emotion quality (EQ). Daya fisik adalah kemampuan untuk menggunakan
kekuatan otot dan memanfaatkan energi maksimal dalam bekerja.

Adapun pengertian kualitas Sumber Daya Manusia menurut Pasolong
(2019:5) merupakan tenaga kerja yang memilki kompetensi pengetahuan,
keterampilan dan moral yang tinggi. Kemudian Barthos (2018:5) menjelaskan
kualitas sumber daya manusia adalah nilai dari perilaku seseorang dalam
mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi
maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Ndraha (1999:12) dalam Sutrisno (2017:4) menjelaskan sumber daya manusia
yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja
nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif- generative- inovatif dengan
menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination, tidak

lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi

otot, dan sebagainya.



25

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2017:59) mengemukakan bahwa “Kualitas
merupakan suatu ukuran yang meyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai
persyaratan, spesifikasi, dan harapan”. Salim (2016:35) dalam Saptari et al., (2019)
mengemukakan pengertian kualitas sumber daya danusia sebagai berikut : kualitas
sumber daya manusia adalah nilai dari perilaku seseorang dalam
mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi
maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Sony Sumarso (2003:4) dalam Mamik (2018:19) kualitas sumber daya
manusia mengandung dua pengertian. Pengertian pertama, kualitas SDM
mengandung pengertian kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu
tertentu dalam menghasilkan barang dan jasa. Pengertian Kedua, SDM menyangkut
manusia yang mampu bekerja dalam arti mampu melakukan kegiatan secara ekonomi

yaitu barang dan jasa.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang berkualitas menurut Mamik (2018:18) memiliki
kemampuan terpadu dari daya fikir dan daya fisik yang dimiliki individu.

1. Daya fikir adalah kecerdasan yang di bawa sejak lahir (modal dasar).
Kecerdasan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan ini
dapat diukur dari intelegence quotion (IQ) dan emotion quality (EQ).

2. Daya fisik adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan otot dan
memanfaatkan energi maksimal dalam bekerja.

Matutina (2001) dalam Ramdhani dan Indi (2017) Kualitas kerja mengacu
kepada kualitas sumber daya manusia yang mencakup komponen-komponen berikut :

1. Pengetahuan (knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki pegawai lebih
berorientasi pada intelenensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang
luas yang dimiliki pegawai.

2. Keterampilan (skill) yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional
dibidang tertentu yang dimiliki pegawai.
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3. Kemampuan (ability) yanitu kemampuan yang terbentuk dari jumlah
kompetensi yang dimiliki seseorang karyawan (pegawai) yang mencakup
loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab

Karakteristik Kualitas Sumber Daya Manusia menurut Ruky (2003:16) dalam
Sutrisno (2017:8) mengatakan bahwa karakteristik atau ciri - ciri SDM yang
berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab dan

wewenangnya.

2. Memiliki pengetahuan (knowledges) yang diperlukan, terkait dengan
pelaksanaan tugasnya secara penuh.

3. Mampu melaksanakan tugas - tugas yang harus dilakukannya karena
mempunyai keahlian/keterampilan (skills) yang diperlukan.

4. Bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama dengan orang lain,
dapat dipercaya, loyal, dan sebagainya.

2.1.4 Pelaksanaan Anggaran
2.1.4.1 Pengertian Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk
merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan
(BPKP, 2011) dalam Ramdhani dan Indi (2017). Proses pelaksanaan meliputi
pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang di perlukan, siapa yang
melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana
tempat pelaksanannya.

Pelaksanaan anggaran menurut Nurkholis dan Khusaini (2019:49) adalah
tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran.
Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik tenyata
tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun
dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan

awal baik secara logis maupun kronologis. Pelaksanaan anggaran yang tepat

tergantung pada banyak faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi
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perubahan dalam lingkungan kebijakan dan kemampuan satuan kerja untuk
melaksanakannya.

Pelaksanaan anggaran menurut (Anisa, 2017) merupakan upaya-upaya untuk
merealisasikan perencanaan anggaran Yyang telah dibuat.Pelaksanaan anggaran
merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran.
Menurut Gagola et al (2017) menjelaskan Pelaksanaan anggaran merupakan suatu
tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan
terperinci. Pelaksanaan anggaran akan tercapai dengan baik apabila perencanaan

anggaran sudah dilaksanakan dengan baik.

2.1.4.2 Mekanisme dan Karakteristik Pelaksanaan Anggaran

Lebih lanjut Gagola et al (2016) menjelaskan Pelaksanaan anggaran baru
dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disahkan menjadi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPA SKPD menjadi dasar dalam pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah juga menyatakan pelaksanaan anggaran juga
menggunakan unsur-unsur sebagai berikut:

1 Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD dan Surat

Permintaan Pembayaran.

2 Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat
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permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD. Sementara Surat
Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

3 Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran
untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui mekanisme pembayaran langsung

Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang
disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan
dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Kemudian SKPD
menyerahkan rancangan DPA SKPD vyang telah disusun kepada PPKD (Badan
Pengelolaan dan kekayaan daerah) untuk di revisi dan disahkan. PPKD adalah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau berkedudukan sebagai kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah. Setelah disahkan maka PPKD menerbitkan SPD (Surat Penyediaan
Dana), artinya dana untuk program kerja SKPD telah tersedia di kas daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan setiap pengeluaran kas daerah harus
didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat
dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana adalah sebagai

berikut:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang digunakan
untuk mengajukan permintaan pembayaran
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2. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD.

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD

Menurut Ratag et al., 2019). pelaksanaan anggaran juga berkaitan dengan
pengadaan barang dan jasa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015,
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa  adalah  kegiatan ~ untuk  memperoleh  Barang/Jasa  oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Kemudian LKPP dalam Kuswandi et al., (2021:13) menyatakan bahwa
pengadaan barang dan jasa adalah

kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan
efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud
barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan
publik maupun privat. Barang/jasa publik adalah barang yang pengunaannya
terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok
maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat merupakan barang
yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu.

2.1.4.3 Persoalan-Persoalan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Anggaran
Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran menurut
Ratag et al., 2019) diantaranya adalah :

1. Pertama, persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja
seperti:keterlambatan ~ penetapan surat keputusan tenaga pengelola
keuangan, kebiasaan pengelola anggaran menunda pekerjaan,serta tidak
adanya rewarddan punishmentbagi keberhasilan/kegagalan pengelolaan
keuangan di satker menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran

2. Kedua, pengadaan barang dan jasa. Terkait proses pengadaan barang/jasa,
sikap kehati-hatian pejabat pengadaan barang/jasa dalam mengambil
tindakan, kurangnya panitia pengadaan yang bersertifikat, dan buruknya
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di SKPD juga memberi kontribusi
bagi lambatnya penyerapan anggaran
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3. Ketiga, mekanisme pembayaran. Persoalan yang terjadi dalam
mekanisme pembayaran disebabkan oleh perencanaan kas yang tidak
akurat, sehingga satker tidak memiliki pedoman yang tepat kapan
anggaran akan direalisasikan. Selain itu, pencairan pembayaran kepada
pihak rekanan tidak optimal/sering terlambat disebabkan pihak rekanan
tidak mengajukan tagihan atau karena dokumen bukti tagihan yang tidak
lengkap.

2.1.4.4 Indikator Pelaksanaan Anggaran

Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang
di perlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu
pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanannya (Anisa, 2017).  Menurut
Harriyanto dalam Harahap et al (2020) dalam pelaksanaan anggaran, lambatnya
penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1 Persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja.
2 Proses pengadaan barang/jasa.
3 Mekanisme pembayaran (pencairan anggaran).

Pelaksanaan anggaran menurut Gagola et al (2017) diukur dengan indikator
penunjukan SK pejabat perbendaharaan, budaya Kkerja, proses penyelesaian
administrasi, jadwal anggaran kas, proses verifikasi SPM. Pelaksanaan anggaran
menurut Anisa (2017) menggunakan indikator ukur sebagai berikut:

1 Penunjukan SK Perbendaharaan

2 Budaya Kerja

3 Penyelesaian Administrasi
4 Jumlah pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa
5 Proses pemeriksaan dokumen kontrak
6 Penentuan harga perkiraan sendiri (HPS)

7 Kapasitas pihak rekanan

8 Proses Verifikasi SPM

9
1

Jadwal Anggran Kas
0 Pencairan uang kepada pihak rekanan
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2.2 Penelitian Sebelumnya

Harahap et al.,, (2020) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap
Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). Hasil
menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kompetensi
sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran.
Sementara itu, pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap tingkat
penyerapan anggaran. Pengaruh variabel independen untuk menggambarkan variabel
dependen adalah 43,4% sedangkan sisanya 56,6% dipengaruhi oleh variabel lain

Putri et al., (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya
Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada
SKPD Di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa: variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penyerapan anggaran, variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan variabel komitmen organisasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran

Anisa, Indi Zaenur (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber
Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian terdapat pengaruh
Positif dan Signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Terdapat pengaruh Positif dan
Signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran di
lingkungan Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Terdapat pengaruh
positif dan signifikan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.



32

Alumbida et al., (2016) Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya
Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah
Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menjelaskan
perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud. Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah. Komitmen
Organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Penyerapan
Anggaran Belanja Daerah.

Malahayati et al., (2015) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,
Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil
penelitian baik secara simultan maupun parsial mendukung hipotesis bahwa
kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaaan anggaran
berpengaruh terhadap serapan anggaran SKPD pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

Ringkasan hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaan dengan

penelitian sekarang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Penelitian Sebelumnya
No Peneliti/Judul Model Hasil Persamaan |Perbedaan
1 | Pengaruh Perencanaan | perencanaan - Variabel - Lokasi
Anggaran, Pelaksanaan |Analisi | anggaran, dependent: dan objek
anggaran, Pencatatan | "€9rest pelaksanaan Penyerapan %enelltllan
Administrasi dan anggaran, anggaran - >ampe
X . - Variabel penelitian.
Kompetensi Sumber kompetensi SDM . . ;
; independent: | - Variabel
D_aya Manusia Terhadap aparatur N perencanaan pencatatan
Tingkat Penyerapan berpengaruh positif anggaran , administras
Anggaran (Studi terhadap pelaksanaan i dan
Empiris pada OPD Kota penyerapan anggaran, kompetensi
|No |Judul/ Peneliti | Model | Hasil | Persamaan | Perbedaan |
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Dumai). anggaran. pencatatan SDM
(Harahap et al., 2020) Pencatatan administrasi,

administrasi tidak é%nlc/pl)etenm

berpengaruh. Model

analisis
Pengaruh | perencanaan - Variabel - Lokasi
Perencanaan Analisi | anggaran, kualitas dependent: dan objek
Anggaran, Kualitas | €9res! SDM dan komitmen Penyerapan penelitian
Sumber Daya Manusia organisasi 37993”3‘” - Sampel
. . - Variabel penelitian.

Dan Komitmen berpengaruh positif independent: | - ;

. A pendent: Variabel
Organisasi Terhadap dan signifikan perencanaan komitmen
Penyerapan Anggaran terhadap penyerapan anggaran , organisasi
(Survei Pada SKPD Di anggaran. kualitas
Wilayah Pemerintah SDM,

Daerah Provinsi Bali) komitmen
(Putri et al., 2017) organisasl
Model
analisis
Pengaruh Perencanaan Terdapat pengaruh - Variabel - Lokasi dan
Anggaran, Kualitas Analisi | positif dan signifikan dependent: objek
Sumber Daya Manusia |Regresi | yntara perencanaan penyerapan penelitian
dan Pelaksanaan Linier an kuali anggaran - Sampel
ggaran, kualitas : .S
Anggaran terhadap SDM dan pelaksanaan | - Variabel penelitian.
Penyerapan Anggaran P independent:
pada Satuan Kerja anggaran terhadap perencanaan
Perangkat Daerah penyerapan anggaran anggaran ,
Provinsi Banten. kualitas
(Anisa (2017) SDM, dan
pelaksanaan
anggaran,
Model
analisis
Pengaruh Analisi perencanaan anggaran | - Variabel - Lokasi dan
Perencanaan, Regresi | perpengaruh positif dependent: objek
Kapasitas Sumber Linier dan signifikan Penyerapan penelitilan
Daya Manusia Dan anggaran - Sampe
Komitmen Organisasi terhadap penyerapan | _ Variabel penelitian.
Terhadap Penyerapan anggaran. independent: | - Variabelka
Anggaran Belanja Kapasitas SDM dan | perencanaan pasitas
Daerah Pada komitmen organisasi anggaran, SDM dan
Pemerintah Kabupaten berpengaruh positif kapasitas komitmen
Kepulauan Talaud. dan tidak signifikan SDM, organisasi
(Alumbida et al., terhadap penyerapan komitmen
2016) anggaran. organisasi
- Model
analisis
Malahayati et al., Baik secara simultan | - Variabel - Lokasi dan
(2015) Pengaruh Analisi | maupun parsial dependent: objek
Kapasitas Sumber Regresi | perencanaan anggaran, |  Penyerapan penelitian
Daya Manusia, Linier kapasitas SDM dan anggaran - Sampel
Perencanaan lak - Variabel penelitian.
Anggaran Dan pelaksanaan anggaran independent: | - Variabel
Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif perencanaan | kapasitas
Terhadap Serapan dan signifikan anggaran , SDM
Anggaran Satuan terhadap penyerapan kapasitas :
Kerja Perangkat anggaran SDM, dan

Daerah (SKPD) Pada

pelaksanaan




Hi:

H2:
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Pemerintah Kota
Banda Aceh.
(Permadi dan Aniek,
2015)

anggaran,
Model
analisis

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli tersebut di atas, maka Kerangka

Konseptual Model Penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1

Perencanaan
(Xy)

Kualitas SDM
(X2)

Pelaksanaan anggaran
(Xs)

H,

Penyerapan anggaran

(Y)

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Model Penelitian

Sumber : Penelitian Anisa (2017) dan Malahayati (2015)

2.4 Hipotesis

Berdasarkan anggapan dasar sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis

penelitian adalah sebagai berikut:

Diduga perencanaan berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan anggaran pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Diduga kualitas sumber daya manusia secara parsial

berpengaruh terhadap

penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah .

Diduga pelaksanaan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan

anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
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H,. Diduga perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran secara
simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Aceh Tengah .



BAB Il1

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
3.1.1 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh perencanaan anggaran,

kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

3.1.2 Jenis Penelitian
Berdasarkan tujuan yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk penelitian
kausal. Penelitian kausal menurut Sugiyono (2012:4) adalah pengujian hubungan
sebab akibat, jadi disini ada variabel independen (yang mempengaruhi) yang
mempengaruhi variabel dependen (dipengaruhi). Tujuan utama dari riset kausal ini
adalah untuk membuktikan hubungan sebab akibat guna menentukan apakah ada
hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun variabel
dalam penelitian ini adalah:
1. Variabel bebas berupa perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan
pelaksanaan anggaran.

2. Variabel terikat berupa penyerapan anggaran .

1.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
Studi Satu Tahap (One Shot Study). Studi ini merupakan penelitian yang datanya
dikumpulkan sekaligus. Data yang dikumpulkan dapat berupa data dari satu atau
beberapa subyek penelitian yang mencakup satu atau beberapa periode waktu (hari,

minggu, bulan atau tahun). Tipe ini lebih menekankan pada frekuensi tahap

36
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pengumpulan data, yaitu satu tahap dan sekaligus (Indriantoro dan Supomo

(2018:94).

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis dalam
penelitian. Unit analisis merupakan elemen yang mempengaruhi proses pemilihan,
pengumpulan dan analisis data (Indiantoro dan Supomo, 2018:94). Unit analisis
dalam penelitian ini berfokus pada konsumen individu yang melakukan pembelian

produk Vitacimin pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah .

3.2. Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:55). Sementara
Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono, 2012:81). Populasi penelitian ini adalah pejabat
pemerintah di seluruh SKPD di Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah sebanyak 81
pejabat di 27 SKPD atau ekuivalen dimana pada masing-masing SKPD terpilih 3

(tiga) sampel. Jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2.
Populasi dan Sampel Penelitian
Jumlah
No DINAS Sampel
1 | SEKRETARIS
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar 3
Sekretaris DPRD 3
2 | DINAS
Dinas Syariat Islam 3
Dinas Pendidikan 3
Dinas Kesehatan 3
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya 3
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Telematika 3
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Dinas Peternakan

Dinas Perindag, Koperasi Dan UKM

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

WWWW W W ww|w

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

3 | BADAN

Badan Kesbangpolinmas

Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Badan Perencanaan Pebangunan Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Badan Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Kebersihan

WWWww w w

Badan Penyuluhan dan Ketahanan tanaman pangan

4 | KANTOR

Kantor Arsip Dan Perpustakaan

Satuan Polisi Pamong Praja Dan WH

Kantor Pembinaan Pendidikan

WwWw|w

Kantor Pelayanan Satu Pintu

[00]
ke

Jumlah

Sumber: Kantor Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah, 2021

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh
dari hasil pembagian kuesioner. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:146), data
primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
atau pihak pertama (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data kuesioner
secara personal (Personally Administered Questionnaires) menurut Indriantoro &
Supomo (2018 :154) yaitu penggunaan teknik pengisian jawaban yang disampaikan
dan dikumpulkan langsung dari responden. Kuesioner diberikan kepada responden
dengan tujuan agar responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan tema sentral
penilaian ini. Selanjutnya kuesioner diberikan bobot sesuai dengan tingkat
kepentingan model skala interval. Skala interval menurut Indriantoro dan Supomo

(2011 :104) dapat dijelaskan sebagai berikut:
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Tabel 3.3
Susunan Skala Interval
No Pilihan Jawaban Skor
1 Sangat Tidak Setuju 1
2 Tidak Setuju 2
3 Kurang setuju 3
4 Setuju 4
5 Sangat Setuju 5

Sumber: Indriantoro dan Supomo, (2018 :104)

3.4 Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan empat variabel masing-masing tiga variabel bebas
yaitu perencanaan anggaran (Xi), kualitas sumber daya manusia (X;) dan pelaksanaan
anggaran (X3) satu variabel terikat yaitu penyerapan anggaran (). Karakteristik

variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Operasionalisasi dan Indikator Variabel
No Variabel Definisi Indikator Ukuran | Skala Item
Dependen
kemampuan pemerintah(l. Perbandingan Bl
daerah dalam realisasi B2
melaksanakan dan anggaran B3
mempertanggungjawab | dengan  target
kan setiap kegiatan penyerapan
yang telah anggaran;
direncanakan, Secara 2. Konsistensi
Penyerapan sederhana penyerapan dalam
1 | anggaran anggaran dapat pelaksanaan 1-5 Interval
) diartikan _ program/

membandingkan pagu kegiatan;
anggaran yang telah 3. Ketepatan
ditetapkan dengan jadwal
anggaran yang telah penarikan
direalisasikan anggaran
(Malahayati, 2015:12
dalam Fajar dan
Muhammad (2017).
sebagai acuan bagi 1 Komprehensif, C1
penganggaran pada 2 Terperinci,

2 E’;r;ancanaan dasarnya adalahproses 3 Disiplin, 5 nterval C2

! untuk menyusun 4 Fleksibel, 3




Lanjutan Tabel 3.1
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No Variabel Definisi Indikator Ukuran| Skala Item
Independen
rencana pendapatan, C4
belanja, dan C5
pembiayaan untuk 5 Prioritas,
suatu jangka waktu 6 Keterbukaan Interval
tertentu. c6
(zarinah dalam
Harahap (2020)
sumber daya manusia Memiliki D1
yang mampu pengﬁtahuan D2
menciptakan bukan penuh tentang
NN . tugas
saja nilai komparatif, b Memiliki D3
tetapi juga nilai enaetahuan
kompetitif- generative- ?kngwle dges)
inovatif dengan €9
. yang diperlukan
menggunakan energi 3 Mampu
Kualitas sumber tertinggi seperti melaksanakan
3 | daya manusia intelligence, creativity, tugas-tugas 1-5 Interval
y dan imagination, tidak g 9
(X2) lagi semata-mata dengan
kN eheri keahlian/ketera
99 X 9 mpilan (skills) D4
kasar seperti bahan
; yang
mentah, lahan, air, diperlukan
energi otot, dan 4 B(leorsika '
sebagainya 0 dukt?f
(Ndraha, 1999:12) produrcit,
dalam Sutrisno movatlf/krfeatlf,
(2017:) mau bekerja
' sama
suatu tindakan atau 1 Penunjukan SK E1l
pelaksanaan dari pejabat E2
sebuah rencana yang perbendaharaan
sudah disusun secara |2 Budaya kerja, E3
Pelaksanaan matang dan terperinci. |3 Proses E4
4 | @nggaran Pelaksanaan anggaran penyelesaian 1-5 Interval
(Xa) akan tercapai dengan administrasi,
baik apabila 4 Jadwal anggaran
perencanaan anggaran kas E5
sudah dilaksanakan 5 Proses verifikasi

dengan baik.(Gagola et
al (2016)

SPM.
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3.5 Teknik Analisis Data
Peralatan analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi

yaitu suatu bentuk peralatan analisisa yang dirumuskan dalam bentuk persamaan
mamtematis yang berguna untuk mengetahui pengaruh antara variable bebas
(independent variabel) dan variabel terikat (dependent variabel). Rancangan analisis
regresi linier berganda menurut Sudarmanto (2011:59) dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Y =at+biXy+ boXot+ bsXst e
Keterangan :

Y =Penyerapan anggaran

X1 = Perencanaan

X, = Kualitas sumber daya manusia

X3 = Pelaksanaan anggaran

b;..bs= Parameter Regresi

a = Intercep

e =Error Term
3.6. Pengujian Validitas dan Reliabilitas
3.6.1 Pengujian Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu

instrumen. Suatu instrumen dikatakan benar apabila mampu mengukur apa yang
diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara nyata.
Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan
menggunakan uji Pearson Product-Moment Coefisient of Corelation dengan bantuan
program SPSS, dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Jika dilakukan secara
manual maka nilai korelasi yang diperbolehkan harus dibandingkan dengan nilai

krisis korelasi Product Moment dimana hasilnya menunjukkan bahwa item

pertanyaan mempunyai korelasi di atas 5% atau secara statistik terdapat konsistensi
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internal (internal consistency) yang berarti item-item pertanyaan dapat mengukur

aspek yang sama. Ini berarti bahwa setiap data yang ditunjukkan adalah valid.

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejaun mana hasil suatu pengukuran dapat
dipercaya. Untuk menguji keandalan alat ukur dalam penelitian ini penulis
menggunakan uji reliabilitas internal, dengan cara menganalisis data dari satu kali
pengetesan saja. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas
instrumen. Metode reliabilitas yang digunakan adalah Cronbach Alpha dengan
bantuan program SPSS Versi 22. Alat ukur yang bagus harus :
1. Dapat diandalkan
2. Hasil pengukurannya bisa diramalkan
3. Dapat menunjukkan tingkat ketepatan

Cronbach Alpha menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua
skala variabel yang ada. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan Cronbach

Alpa adalah sebesar 0,60.

3.7. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih
bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis
dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dan secara parsial menggunakan

parameter regresi linier berganda sebagaimana terlihat pada pembahasan berikut:

3.7.1 Pengujian Secara Parsial
Hos: B1=0; Perencanaan tidak berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Tengah



Ha1: BgéO;

Ho,: B2=0;

Hay: B2#0;

Hos: B,=0;

Haz: B270;
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Perencanaan berpengaruh secara positif terhadap penyerapan anggaran
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)di Kabupaten Aceh Tengah.
Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh secara positif terhadap
penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Kabupaten Aceh Tengah.

Kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap
penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Kabupaten Aceh Tengah.

Pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh secara positif terhadap
penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Kabupaten Aceh Tengah

Pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan
anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten

Aceh Tengah.

3.7.2 Pengujian Secara Simultan

Hos: B1= B= Bs=0; Perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan

pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh secara positif
terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Tengah.

Has: B1=P2=P3s#0 (Bi #0); Perencanaan, kualitas sumber daya manusia dan

pelaksanaan anggaran berpengaruh secara positif terhadap
penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di Kabupaten Aceh Tengah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan atau ciri-ciri pejabat
daerah dan bendaharawan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh
Tengah yang terdiri dari Sekretaris, kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendaharawan
yang berjumlah seluruhnya sebanyak 81 orang. Mereka memiliki tingkat umur, jenis
kelamin, tingkat pendidikan, golongan kepangkatan dan masa kerja yang berbeda.
Karakteristik tersebur mempengaruhi mereka dalam berpendapat. Karakteristik

responden pada SKPD Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No Karakteristik Frelzrl:)ena Per?%tase

1 Umur 41-45 36 44.4
46-50 30 37.0

>50 15 18.5

Total 81 100,0

2 Kelamin Laki-laki 66 81,5
Perempuan 15 18,5

Total 81 100,0

3 Pendidikan S1 63 77.8
S2 18 22.2
Total 81 100,0

4 Kepangkatan Ilc-111d 33 40.7
IVa-1Vb 25 30.9

IVe-1vd 23 28.4

Total 81 100,0

5 Masa kerja 16-20 Tahun 36 44.4
> 20 Tahun 45 55.6

Total 81 100,0

Sumber :Data Primer (diolah), 2022
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Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan sebahagian besar atau 44,4% dari
jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah berumur antara 41-45 tahun. Ada 18,5%
dari jumlah pajabat daerah dan bendaharawan yang terdata dengan umur lebih dari 50
tahu. Selebihnya 37,0% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata
dengan umur antara 46-50 tahun. Jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang
terdata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah
sebahagian besar atau 81,5% berjenis kelamin laki-laki, selebihnya 18,5% berjenis
kelamin perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebahagian besar atau 77,8% dari jumlah
pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Aceh Tengah dengan latar pendidikan S1. Ada 22,2% dari
jumlah pejabat daerah dan bendaharawan dengan tingkat pendidikan S2. Pejabat
daerah dan bendaharawan yang terdata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Aceh Tengah sebahagian besar atau 55,6% telah bekerja lebih dari 20
tahun. Ada 44,4% dari jumlah pejabat yang terdata dengan masa kerja antara 16-20
tahun.

Dengan tingkat pendidikan dan masa kerja tersebut maka pejabat daerah dan
bendaharawan yang terdata pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Aceh Tengah sebahagian besar atau 40,7% dengan golongan kepangkatan antara Illc-
I11d. Ada 28,4% dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata dengan
golongan kepangkatan antara 1\Vc-1\Vd. Selebihnya atau 30,9% dari jumlah pejabat
daerah dan bendaharawan yang terdata dengan golongan kepangkatan antara IVa-

IVb.



46

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian
4.2.1 Variabel Penyerapan Anggaran
Variabel penelitian penyerapan anggaran dalam penelitian ini dapat dijelaskan
pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2

Gambaran Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah

Sgt Tdk | Tdk Krg Sgt

No Penyerapan anggaran Setuju | Setuju | setuju Setuju | Mean
Fr| % |Fr|% |Fr|% |Fr|% | Fr| %

Setuju

Realisasi anggaran setiap tahun
telah dilaksanakan secara efektif
atau rata-rata di atas 80% dari
rencana anggaran.

Rencana dan realisasi anggaran
dalam pelaksanaan Renja 5 (lima)
2. | tahun, tidak menyimpang dari 00,0/ 0 [0,0/3442.0 3543.212(14.8| 3,728
indikator kinerja yang ingin
dicapai (Renstra).

Pencairan anggaran untuk
pembayaran pengadaan barang
3. | dan jasa sesuai dengan waktu 0 |0,00 0 |0,0/3644.442519 3 |3.7| 3593
yang ditetapkan dalam
pelaksanaan anggaran
Rerata 3,650
Sumber : Data Primer (diolah), 2022

0 /0,00 0 |0,0(4251.9 27 33.3 12 |14.8| 3,630

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan tingkat penyerapan anggaran pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sudah relatif baik
dengan nilai jawaban rata-rata 3,650 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4
(skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari
jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk
sejumlah pertanyaan tentang penyerapan anggaran tersebut. Kalaupun ada dari
mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju,
kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan menjadi indikator tingkat

penyerapan anggaran yang terbaik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
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Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai sebesar 3,728 unit skala likert. Nilai tersebut
lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati nilai 4 (skor untuk jawaban
setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan
bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika rencana dan realisasi anggaran
dalam pelaksanaan Renja 5 (lima) tahun, tidak menyimpang dari indikator kinerja
yang ingin dicapai (Renstra).

Sementara ketepatan jadwal penarikan anggaran menjadi indikator tingkat
penyerapan anggaran yang masih rendah dengan nilai jawaban 3,593 unit skala likert.
Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya namun mendekati 4 (skor
untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah
pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika pencairan
anggaran untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang

ditetapkan dalam pelaksanaan anggaran.

4.2.2 Variabel Perencanaan Anggaran
Variabel penelitian perencanaan anggaran dalam penelitian ini dapat
dijelaskan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Gambaran Tingkat Perencanaan Anggaran Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah

Sgt Tdk | Tdk Krg Sgt

: ; ? | Setuju :
No Perencanaan Anggaran Setuju | Setuju | setuju M| Setuju | Mean
Fr| % |Fr| % |[Fr| % |Fr| % | Fr | %

Perencanaan anggaran telah
1. | dilaksanakan secara menyeluruh 0 |0,0| 0 |0.0({3948.1 30 37.0/12 [14.8 3,667
untuk semua kegiatan
Perencanaan anggaran telah
dilaksanakan secara teperinci

2. | untuk berbagai kegiatan baik 0 |0,0| 0 |0.0({3948.1 30 37.0 12 [14.8 3,667
kegiatan utama maupun
pendukung.
Perencanaan anggaran telah

3. | dilaksanakan tepat waktu dan 0 |0,0] 6 |7.4|24[29.6 39 48.1) 12 [14.8 3,704

sesuai dengan aturan yang berlaku
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Perencanaan anggaran telah
dilaksanakan sesuai dengan
4. | perubahan-perubahan yang akan 0 |0,0| 3 |3.7{4555.6 24 29.6 9 [11.1 3 481
dan telah terjadi di lingkungan
sosial masyarakat.
Perencanaan anggaran telah
dilaksanakan dengan

5 | mengutamakan kegiatan yang 0 |0,0| 6 |7.4|3340.7,33 40.7| 9 [11.1 3 556
lebih dibutuhkan dan memberi
dampak dan manfaat besar.
Informasi perencanaan anggaran
6 | telah dipublikasi melalui berbagai 0 |0,0] 9 11.1 54 66.7| 18 [22.2 0.0 3,111
media masa.
Rerata 3,531
Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan perencanaan anggaran pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sudah relatif baik dengan
nilai jawaban rata-rata 3,531 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk
pilihan jawaban setuju) yang menjelaskan sebahagian besar dari jumlah pejabat
daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan
tentang perencanaan anggaran tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih
alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya
sebahagian kecil.

Disiplin anggaran menjadi indikator tingkat perencanaan anggaran yang
terbaik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah
dengan nilai jawaban sebesar 3,704 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari
nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk jawaban setuju). Kondisi ini
menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang
terdata menjawab setuju jika perencanaan anggaran telah dilaksanakan tepat waktu
dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara keterbukaan menjadi indikator perencanaan anggaran yang masih

rendah dengan nilai jawaban sebesar 3,111 unit skala likert. Nilai tersebut lebih
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rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban
kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat dan
bendaharawan yang terdata menjawab kurang setuju jika informasi perencanaan

anggaran telah dipublikasi melalui berbagai media masa.

4.2.3 Variabel Kualitas SDM
Variabel penelitian kualitas SDM dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada
Tabel 4.4
Tabel 4.4

Gambaran Kualitas SDM Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah

Sgt Tdk | Tdk Krg Sgt
No Kualitas SDM Setuju | Setuju | setuju Setuju | Mean
Fr|% |Fr|% |Fr|% |Fr|% | Fr| %

Setuju

Pejabat daerah dan bendaharawan
memiliki pengetahuan yang
cukup tentang visi, misi dan
program Kerja instansi.

Pejabat daerah dan bendaharawan
memiliki pengetahuan yang
diperlukan Instansi untuk
perencanaan program Kkerja yang
lebih bermanfaat dan memberi
dampak beesar bagi masyarakat.
Pejabat daerah dan bendaharawan
yang diangkat sebagai Kabid/Kasi
memiliki pengetahuan yang
relevan dengan bidang kerja dan
Tupoksi Bidang Kerja masing-
masing.

Pejabat daerah dan bendaharawan
memiliki pengetahuan yang lebih
4. | luas mengenai hal-hal yang baru 0 (0,042 51.9 27 33.311214.8 0 |0.0| 3,481
yang akan dibutuhkan dalam
program Kerja instansi.
Rerata 3,602
Sumber : Data Primer (diolah), 2022

0 (0,0] 0 |0.0/2733.35466.7 0 |0.0| 3667

010,00 9 11.1118 22.254 66.7 0 | 0.0 | 3,556

0 (0,0] 3 |3.7]2125.95466.7) 3 |3.7| 3,704

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan kualitas SDM pejabat daerah dan
bendaharawan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah

sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,602 unit skala likert. Nilai tersebut
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mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju) yang menjelaskan sebahagian besar
dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk
sejumlah pertanyaan tentang kualitas SDM tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang
memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya
sebahagian kecil.

Kemampuan melaksanakan tugas-tugas dengan keahlian/keterampilan (skills)
yang diperlukan menjadi indikator kualitas SDM yang terbaik pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai sebesar 3,704 unit
skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4
(skor untuk jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah
pejabat daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika Pejabat daerah
dan bendaharawan yang diangkat sebagai Kabid/Kasi memiliki pengetahuan yang
relevan dengan bidang kerja dan Tupoksi Bidang Kerja masing-masing.

Sementara bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama keterbukaan
menjadi indikator kualitas SDM yang masih rendah dengan nilai jawaban 3,482. Nilai
tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan
jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah
pejabat dan bendaharawan yang terdata menjawab kurang setuju jika Pejabat daerah
dan bendaharawan memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai hal-hal yang baru

yang akan dibutuhkan dalam program kerja instansi.

4.2.4 Variabel PelaksanaanAnggaran
Variabel penelitian pelaksanaan anggaran dalam penelitian ini dapat

dijelaskan pada Tabel 4.5.
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Tabel 4.5
Gambaran Tingkat Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah

Sgt Tdk  Tdk Krg Sgt

No Pelaksanaan anggaran Setuju| Setuju | setuju Setuju| Mean
Fr{% |[Fr| % |Fr| % | Fr | % |Fr| %

Setuju

SK pejabat perbendaharawan dapat
1. | dilaksanakan lebih cepat sebelum 01]0,0| 3 |3.7/39148.1) 30 37.0 9 [11.1 3,556
program kerja di laksanakan.
Instansi menggunakan sistem kerja
2. | yang modern dan bebas dari 0(0,0| 9 11.12125.9 42 51.9 9 [11.1 3,630
kecurangan.
Proses penyelesaian administrasi
proyek (pengadaan barang dan jasa)
telah dilaksanakan secara cepat waktu
dan sesuai aturan.
Jadwal anggaran kas (pengamprahan
4. | anggaran) telah dilaksanakan sesuai 010,0|3(3.7]42/51.9 33 40.7/3 |3.7 | 3,444
dengan waktu yang di butuhkan.
Proses verifikasi SPM telah
5 dilalsanakan secara cermat sesuai 010,0| 0 0.0/39048.1] 27 83.31518.5 3 704
dengan rencana, progress, waktu dan '
aturan yang ditetapkan.
Rerata 3,578
Sumber : Data Primer (diolah), 2022

0(0,0{ 9 11.1j2733.3/ 36 44.4 9 |11.1 3 556

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan tingkat pelaksanaan anggaran pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sudah relatif baik
dengan nilai jawaban rata-rata 3,578 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati 4 (skor
untuk pilihan jawaban setuju) yang menjelaskan sebahagian besar dari jumlah pejabat
daerah dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan
tentang pelaksanaan anggaran tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih
alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya
sebahagian kecil.

Proses verifikasi SPM menjadi indikator tingkat pelaksanaan anggaran yang
terbaik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah
dengan nilai jawaban 3,704 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai

indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk jawaban setuju). Kondisi ini
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menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat daerah dan bendaharawan yang
terdata menjawab setuju jika proses verifikasi SPM telah dilalsanakan secara cermat
sesuai dengan rencana, progress, waktu dan aturan yang ditetapkan.

Sementara penjadwalan anggaran kas menjadi indikator pelaksanaan anggaran
yang masih rendah dengan nilai jawaban sebesar 3,444 unit skala likert. Nilai tersebut
lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban
kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat dan
bendaharawan yang terdata menjawab kurang setuju jika Jadwal anggaran kas

(pengamprahan anggaran) telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang di butuhkan.

4.3. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
4.3.1 Hasil Uji Validitas

Sebelum dianalisis lebih lanjut dalam model analissi regresi linier berganda,
maka terlebih dahuliu dilakukan pengujian validitas dengan menggunakan analisis
korelasi person. Uji ini dimaksud untuk mendapatkan data yang sebenarnya sesuai
dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi. Kuesioner harus bebas dari kesalahan
dalam arti kuesioner dapat memberikan informasi yang relevan mengenai aktivitas
dan perialaku yang diteliti.

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan uji Pearson Product-Moment
Coeffisient of Corelation. Uji ini menghasilkan nilai dari 0 sampai dengan 1 yang
menggambarkan hubungan skor item pertanyaan dengan skor data yang digunakan
secara keseluruhan. Kemudian nilai korelasi tersebut hasil perhitungan dibandingkan
dengan nilai kritis korelasi product moment pada tingkat signifikansi 5% dan df sebesar

81 sampel yaitu sebesar 0,220. Hasil Uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.6.
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Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas
. Koefisien | Nilai Kritisr
Indikator Korelasi N = 81 Keterangan
B1 0,870 0,220 Valid
B2 | Penyerapan anggaran (YY) 0,702 0,220 Valid
B3 0,617 0,220 Valid
C1 0,641 0,220 Valid
C2 0,840 0,220 Valid
C3 | Perencanaan anggaran (X;) 0,805 0,220 Valid
C4 0,736 0,220 Valid
C5 0,702 0,220 Valid
C6 0,515 0,220 Valid
D1 0,880 0,220 Valid
D2 . 0,919 0,220 Valid
p3 | Kualitas SDM (X;) 0,888 0,220 Valid
D4 0,784 0,220 Valid
El 0,685 0,220 Valid
E2 0,669 0,220 Valid
E3 | Pelaksanaan anggaran (Xs) 0,642 0,220 Valid
E4 0,683 0,220 Valid
E5 0,784 0,220 Valid

Sumber :Data Primer (diolah), 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan semua butir pertanyaan yang
digunakan untuk pengumpulan data penyerapan anggaran (YY), perencanaan anggaran
(X4), kualitas SDM (X;) dan pelaksanaan anggaran (X3) dinyatakan valid atau data
yang dikumpulkan telah menggambarkan suatu kenyataan terjadi sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya karena nilai koefisien korelasi dari masing-masing nilai
atribut yang membentuk variabel tersebut lebih besar dari nilai kritis product-moment
pada level of significant 5% (0,220) sebagaimana terlihat pada Lampiran 7. Dengan
demikian seluruh butir indikator ukur dari butir pertanyaan kuesioner tersebut sudah

dapat dipercaya dan dapat dianalisis lebih lanjut.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas
Uji reliabiitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi alat ukur dalam

menghasilkan data yang dapat dipercaya. Maka dilakukan pengukuran secara
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sistematis terhadap instrumen penelitian yaitu angket atau dalam bahasa asing dikenal
dengan kuesioner. Uji Sistem Informasi Pengelolaaan Keuangan Daerah atau
kepercayaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban yang
diberikan responden. Semakin konsisten jawaban yang diberikan maka akan semakin
terpercaya alat ukur yang digunakan.

Pengujian Sistem Informasi Pengelolaaan Keuangan Daerah dalam penelitian
dilakukan dengan teknik belahan data dengan dukungan rumus koefisien alpha dari
Cronbach atau biasa disebut dengan Cronbach Coefficient Alpha. Ukuran reliabilitas
dianggap handal berdasarkan pada koefesien alpha 0,60 (Priyanto, 2012: 26). Jika
derajat Sistem Informasi Pengelolaaan Keuangan Daerah data lebih besar dari
koefesien alpha (o), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur
dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Hasil uji reliabilitas

dapat dilihat Tabel 4.7.

Tabel. 4.7
Hasil Uji Reliabilitas
. Jumlah Item Nilai Cronbach
No Variabel Atribut | Pertanyaan Alpha Ket
1 | Penyerapan anggaran (Y) 3 Bl s/d B3 0,675 Handal
2 | Perencanaan anggaran (X;) 6 Cls/d C6 0,805 Handal
3 | Kualitas SDM (X3) 4 D1 s/d D4 0,879 Handal
4 | Pelaksanaan anggaran (Xs) 5 Bl s/d B5 0,723 Handal

Sumber :Data Primer (diolah), 2022

Hasil uji reliabilitas terhadap data-data yang digunakan untuk variabel
penyerapan anggaran (Y), perencanaan anggaran (X;), kualitas SDM (X;) dan
pelaksanaan anggaran (X3), pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Aceh Tengah diperoleh nilai alpha masing-masing lebih besar dari standar ukuran

koefesien alpha 0,60 (Priyanto, 2012: 26). standar alfa 0,60. Dengan demikian data
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yang digunakan untuk ke lima variabel telah dapat di percaya dan telah dapat

dianalisis lebih lanjut dalam model analisis regersi.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian
4.4.1 Koefisien Regresi Linier Berganda

Pengaruh perencanaan anggaran (X;), kualitas SDM (X;) dan pelaksanaan
anggaran (Xs3) terhadap penyerapan anggaran (Y) pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah dapat di buktikan dengan perangkat regresi
linier berganda dengan mengoperasionalkan 4 (empat) variabel. Penyerapan anggaran
(Y) menjadi variabel terikat (dependent variabel) yang dipengaruhi oleh 3 (tiga)
variabel bebas (independent variable) yaitu perencanaan anggaran (X), kualitas
SDM (X;) dan pelaksanaan anggaran (X3). Hasil output SPSS regresi linier berganda
pengaruh variabel bebas dan terikat dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Hasil output SPSS regresi linier berganda pengaruh perencanaan anggaran
(X1), kualitas SDM (X;) dan pelaksanaan anggaran (Xs) terhadap penyerapan
anggaran (Y) dapat dilihat Tabel 4.8

Tabel 4.8
Hasil Analisis Model Regresi Pengaruh Perencanaan Anggaran

Kualitas SDM dan Pelaksanaan Anggaran
Terhadap Penyerapan Anggaran

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 | (Constant) 0,820 0,333
Perencanaan anggaran 0,252 0,111 0,265
Kualitas SDM 0,196 0,097 0,211
Pelaksanaan anggaran 0,345 0,093 0,367

Sumber: Data Primer (diolah), 2022
Dari hasil out put SPSS pada Tabel di atas dapat dibuat garis persamaan linier

adalah sebagai berikut:
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Y = 0,820+ 0,252X; + 0,196X;, + 0,345X3+ ¢
Persamaan di atas menjelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta penyerapan anggaran sebesar 0,820 menjelaskan jika perencanaan
anggaran (Xj), kualitas SDM (X;) dan pelaksanaan anggaran (X3) tidak mengalami
perubahan, maka penyerapan anggaran (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Aceh Tengah secara konstan berada pada posisi 0,820 unit skala
likert. Kondisi ini menandakan penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Aceh Tengah masih tergolong rendah atau di bawah nilai 1.

2. Koefisien regresi pengaruh perencanaan anggaran adalah sebesar 0,252 menjelaskan
setiap adanya kenaikan satu unit skala likert pada variabel perencanaan anggaran
maka akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,252 unit skala likert. Kondisi ini di
sebabkan penjabaran dan penetapan rencana anggaran yang jelas dan sesuai dengan
kemampuan serta didukung oleh komitmen yang kuat akan dapat mempermudah
pelaksanaan kegiatan (Ferdinan et al., 2020). Perencanaan yang akurat akan
memudahkan tahap pelaksanaan anggaran dan memungkinkan tercapainya target
secara efektif. Sebaliknya, ketidaktepatan dalam perencanaan  mengakibatkan
sulitnya pelaksananaan anggaran yang berdampak pada lambatnya proses penyerapan
dan pertanggungjawaban anggaran (Ratag et al., 2019).

3. Koefisien regresi pengaruh kualitas SDM sebesar 0,196, menjelaskan setiap
terjadinya kenaikan satu unit skala likert pada kualitas SDM maka akan dapat
meningkatkan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,196 unit skala likert. Kondisi ini di sebabkan
pejabat yang memiliki kemampuan SDM yang baik akan dapat mengatasi berbagai

masalah dan dapat bertanggungjawab atas setiap program kerja dan kegiatan yang
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dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan anggaran anggaran (Alfayuni dan Neneng,
2021).

Koefisien regresi pengaruh pelaksanaan anggaran adalah sebesar 0,345 menjelaskan
setiap terjadinya kenaikan satu unit skala likert dalam pelaksanaan anggaran maka
akan dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,345 unit skala likert. Kondisi ini
disebabkan pelaksanaan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan
pengadaan barang dan jasa memegang peran penting dalam merealisasikan rencana
dari program kerja SKPD meliputi bagaiaman cara melaksanakannya, waktu
pelaksanaannya, dimana tempat pelaksanaannya dan siapa yang melaksanakannya

sehingga target penyerapaan anggaran dapat tercapai (Ferdinan et al., 2020)..

4.4.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Pengaruh linier antara perencanaan anggaran, kualitas SDM dan pelaksanaan
anggaran terhadap penyerapan anggaran selalu memiliki hubungan secara simultan
yang dapat di buktikan dengan koefisien korelasi berganda dan koefisien
diterminansi. Koefisien ini menjelaskan keeratan hubungan keseluruhan variabel
bebas secara serentak dengan variabel tak bebas. Nilai korelasi bergerak antara -1
sampai dengan +1 dan semakin mendekati nilai 1 atau sama dengan 1 maka korelasi
antara variabel akan semakin kuat atau sebaliknya. Sedangkan koefisien dterminasi
berganda adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh secara serentak
variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Hubungan variabel bebas (perencanaan anggaran (X;), kualitas SDM (X3)
dan pelaksanaan anggaran (X3)) dengan variabel terikat yaitu penyerapan anggaran

(Y) dapat dilihat pada Tabel 4.9.
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Tabel 4.9
Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Diterminasi

Model R R Square Adjusted R Square
1 0,701 0,492 0,472
Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Koefisien korelasi R sebesar 0,701 menjelaskan terdapat hubungan yang
positif antar variabel bebas yaitu perencanaan anggaran (X;), kualitas SDM (X;) dan
pelaksanaan anggaran (X3) dengan penyerapan anggaran (Y) pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah dengan keeratan hubungan
adalah 0,701 atau 70,10%, artinya setiap terjadinya kenaikan 100% secara serentak
dalam perencanaan anggaran, kualitas SDM dan pelaksanaan anggaran maka akan
dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,701%. Hubungan tersebut tergolong
kuat dengan keeratan hubungan antara 0,60% — 0,799% (Sugiyono, 2012).

Koefisien determinasi R Square sebesar 0,492 menjelaskan, peran variabel
perencanaan anggaran (Xi), kualitas SDM (X;) dan pelaksanaan anggaran (X3)
dalam mempengaruhi penyerapan anggaran (Y) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Aceh Tengah adalah sebesar 0,492 atau 49,2%. Sementara sisa
(nilai residu) dari peran variabel tersebut sebesar 0,508 atau 50,80% dipengaruhi

oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

4.4.3 Pengujian Hipotesis

4.4.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Hi:: Nilai p;=0,252, B,= 0,196, dan Ps= 0,345 berdasarkan nilai tersebut maka
B1=P2=P3#0 (Bi #0), sehingga dapat diuraikan bahwa hipotesis nul (Ho) di tolak,

dan hipotesis alternatif (Ha) di terima. Artinya perencanaan anggaran, kualitas
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SDM dan pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah. Hasil
penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa
(2017) dengan judul pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya
manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang berhasil membuktikan bahwa
perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran

secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

4.4.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

H,: Nilai B;= 0,252, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (Ho) di
tolak, dan hipotesis alternatif (Ha) di terima. Artinya perencanaan anggaran
berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian
sebelumnya yang dilakukan olen Anisa (2017) dengan judul pengaruh
perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran
terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Banten yang berhasil membuktikan bahwa perencanaan anggaran secara parsial
berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hs: Nilai B,= 0,196, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (Ho) di
tolak, dan hipotesis alternatif (Ha) di terima. Artinya kualitas SDM berpengaruh
terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Anisa (2017) dengan judul pengaruh

perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran
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terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Banten yang berhasil membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia secara
parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hjs: Nilai Bs= 0,345, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (Ho) di
tolak, dan hipotesis alternatif (Ha) di terima. Artinya pelaksanaan anggaran
berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian
sebelumnya yang dilakukan olen Anisa (2017) dengan judul pengaruh
perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran
terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Banten yang berhasil membuktikan bahwa perencanaan anggaran, kualitas
sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran secara parsial berpengaruh

terhadap penyerapan anggaran.

4.5 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini telah menimbulkan impikasi yang luas bagi semua pihak
khususnya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah
sebagai tempat dilakukannya penelitian. Penyerapan anggaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah telah terlaksana secara baik.
Kondisi ini disebabkan secara nyata oleh adanya perencanaan anggaran yang baik,
adanya dukungan SDM Aparatur yang berkualitas serta terlaksanakannya rencana
anggaran dengan baik. Ketiga variabel tersebut berpengaruh secara nyata terhadap
penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh
Tengah terutama variabel perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat

berperan besar dalam mempengaruhi penyerapan anggaran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahaOsan sebelumnya, maka dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah.

2. Kualitas SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah.

3. Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah.

4. Secara simultan perencanaan anggaran, kualitas SDM dan pelaksanaan anggaran
pengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kabupaten Aceh Tengah.

5.2. Saran-saran
Berdasarkan beberapa kelemahan yang ditemukan dari hasil penelitian maka
dapat disarankan beberapa saran antara lain:

1. Perencanaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Aceh Tengah perlu dilaksanakan secara lebih berkualitas karena pengaruhnya
yang besar terhadap penyerapan anggaran. Kelemahan perencanaan anggaran
terutama pada aspek keterbukaan harus dapat di atasi.

2. Pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten

Aceh Tengah perlu direalisasikan secara lebih efektif karena pengaruhnya yang
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besar terhadap penyerapan anggaran. Kelemahan pelaksanaan anggaran terutama
pada aspek penjadwalan anggaran kas harus dapat di atasi sehingga seluruh

pekerjaan dalam pengadaan barang daan jasa akan lebih lancar.
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LAMPIRAN 1. KUESIONER

KUESIONER

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN , KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Sdr Responden

ACEH TENGAH

Bersama ini saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna
mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat dalam rangka penelitian ilmiah. Hanya kesimpulan
keseluruhan hasil penelitian yang akan dianalisa. Kerahasiaan informasi akan sangat dijaga. Untuk itu
kami sangat mengharapkan bantuan dari seluruh Bapak/lbu untuk memberikan informasi yang benar .
Atas kerjasamanya kami sampaikan rasa terima kasih.

No Sampel : I:I

A. ldentitas Konsumen/Responden

1. Umur

2. Jenis Kelamin

3. Pendidikan

4. Masa Kerja

5. Gol Pangkat

Joud bbobo bobo oo bood O

25-30 Tahun

31-35 Tahun
36-40 Tahun
41-50 Tahun
>50 Tahun

Laki-laki
Perempuan

Dl
S.1
S.2
S.3

<10 Tahun
6-10 Tahun
11-15 Tahun
16-20 Tahun
>20 Tahun

I11a-111b
Ilc-11ld
IVa-lvb
Ive-Ivd
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Keterangan: Jawablah pertanyaan anda
sebenar-benarnya dengan memberi tanda
(V) pada kotak yang anda anggap benar



B. Penyerapan anggaran

Realisasi anggaran setiap tahun telah
dilaksanakan secara efektif atau rata-rata di
atas 80% dari rencana anggaran.

Rencana dan realisasi anggaran dalam
pelaksanaan Renja 5 (lima) tahun, tidak
menyimpang dari indikator Kinerja yang
ingin dicapai (Renstra).

Pencairan anggaran untuk pembayaran
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan
anggaran

C. Perencanaan anggaran

1.

Perencanaan anggaran telah dilaksanakan
secara menyeluruh untuk semua kegiatan

. Perencanaan anggaran telah dilaksanakan

secara teperinci untuk berbagai kegiatan
baik kegiatan utama maupun pendukung.

. Perencanaan anggaran telah dilaksanakan

tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang
berlaku

. Perencanaan anggaran telah dilaksanakan

sesuai dengan perubahan-perubahan yang
akan dan telah terjadi di lingkungan sosial
masyarakat.

. Perencanaan anggaran telah dilaksanakan

dengan mengutamakan kegiatan yang lebih
dibutuhkan dan memberi dampak dan
manfaat besar.

Informasi perencanaan anggaran telah
dipublikasi melalui berbagai media masa.

. Kualitas sumber daya manusia

. Pejabat daerah dan bendaharawan memiliki

pengetahuan yang cukup tentang visi, misi
dan program Kerja instansi.

. Pejabat daerah dan bendaharawan memiliki

pengetahuan yang diperlukan Instansi untuk
perencanaan program kerja yang lebih
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bermanfaat dan memberi dampak beesar
bagi masyarakat.

. Pejabat daerah dan bendaharawan yang
diangkat sebagai Kabid/Kasi memiliki
pengetahuan yang relevan dengan bidang
kerja dan Tupoksi Bidang Kerja masing-
masing.

. Pejabat daerah dan bendaharawan memiliki
pengetahuan yang lebih luas mengenai hal-
hal yang baru yang akan dibutuhkan dalam
program kerja instansi.

. Pelaksanaan anggaran

. SK pejabat perbendaharawan dapat
dilaksanakan lebih cepat sebelum program
kerja di laksanakan.

. Instansi menggunakan sistem kerja yang
modern dan bebas dari kecurangan.

. Proses penyelesaian administrasi proyek
(pengadaan barang dan jasa) telah
dilaksanakan secara cepat waktu dan sesuai
aturan.

. Jadwal anggaran kas (pengamprahan
anggaran) telah dilaksanakan sesuai dengan
waktu yang di butuhkan.

. Proses verifikasi SPM telah dilalsanakan
secara cermat sesuai dengan rencana,

progress, waktu dan aturan yang ditetapkan.
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